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Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penanganan komplain ini bertujuan untuk
meningkatkan kepuasan dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Penanganan
komplain yang baik membantu memperhatikan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh
masyarakat. Selain itu, penanganan komplain yang transparan dan akuntabel dapat memberikan
pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana menangani masalah yang timbul. Metode
yang dilakukan adalah menyediakan nomor Whatsapp khusus pengajuan komplain dan
menerapkan prosedur yang sudah berlaku
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1.PENDAHULUAN

Mengelola layanan, terutama di sektor jasa baik di sektor swasta maupun pemerintah,
merupakan bidang yang penuh dengan risiko. Bahkan sedikit kesalahan dalam memberikan
pelayanan dapat memicu komplain, ketidakpuasan, dan pada akhirnya konsumen bisa menolak
untuk kembali. Dalam persaingan bisnis yang sangat ketat seperti saat ini, perusahaan dituntut
untuk mempertahankan dan membangun loyalitas pelanggan dengan meningkatkan kualitas
layanan serta menerapkan strategi yang tepat dalam menghadapi komplain yang disampaikan oleh
pelanggan.

Graha Aparna Ahmad Yani Surabaya merupakan perusahaan yang beroperasi di sektor
property berupa rusunawa. Dengan jumlah penghuni yang banyak, Graha Aparna Ahmad Yani
selalu berinteraksi dengan para penghuni dalam menjalankan tugas-tugas operasionalnya. Sebagai
penyedia layanan jasa sewa rusunawa publik, Graha Aparna Ahmad Yani juga memiliki tanggung
jawab untuk selalu memberikan pelayanan terbaik agar penghuni merasa puas. Maka dari itu,
disediakan Kantor Badan Pelaksana Graha Aparna Ahmad Yani untuk melayani segala macam
administrasi hunian seperti, berkas masuk hunian, pembayaran sewa hunian, PDAM, dan listrik.
Sedangkan Kantor Operasional disediakan untuk menerima dan menangani komplain hunian
berupa kerusakan atau kebocoran. Oleh karena itu, perusahaan tersebut perlu menerapkan
manajemen komplain yang tepat agar pelanggan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan
oleh perusahaan.

Sesuai dengan tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat 1 tentang
Penyelenggaraan Rumah Susun meliputi, perencanaan, pembangunan, penguasaan, dan
pemanfaatan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan, pengendalian, kelembagaan, pendanaan
dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang dilaksanakan secara sistematis, terpadu,
berkelanjutan, dan bertanggung jawab.

Pelayanan pengajuan komplain hunian dilaksanakan secara online dan offline. Telah
disediakan nomor Whatsapp khusus untuk mengajukan komplain sebagai bentuk pelayanan
online, dan Kantor Operasional sebagai bentuk pelayanan secara konvensional bertujuan untuk
mempermudah dan mempercepat penanganan komplain. Setelah laporan komplain diterima,
teknisi akan mengecek langsung ke hunian yang bersangkutan. Lama pengerjaannya tergantung

pada masalah yang terdapat di hunian tersebut..

102  Alkhidmah - Vol. 01 No.03 Juli 2023



2. KERANGKA DASAR TEORI
Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan upaya pemerintah dalam memberikan layanan kepada
masyarakat yang secara terus-menerus mengalami perkembangan, baik dalam paradigma maupun
format pelaksanaannya.. Pembaruan ini berjalan seiring dengan bertambahnya tuntutan
masyarakat dan perubahan sistem pemerintahan. Namun, perubahan yang terjadi dari dua
perspektif tersebut mungkin tidak memenuhi harapan masyarakat. Lebih lanjut lagi, masyarakat
masih dianggap sebagai pihak yang tidak memiliki kekuatan dalam konteks pelayanan.

Pelayanan publik meliputi semua aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan
dasar setiap warga negara dan penduduk sesuai dengan hak-hak mereka terhadap barang, jasa, dan
administrasi yang disediakan oleh lembaga penyelenggara pelayanan terkait. Menurut UU No. 25
Tahun 2009 (Indonesia, 2009), pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan hukum bagi setiap warga negara
dan penduduk terkait barang, jasa, dan administrasi yang disediakan oleh lembaga penyelenggara
pelayanan publik.

Menurut Ratminto (2005:5), (Mansuri, 2014): Pelayanan publik adalah segala bentuk
pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi
tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah, dan lingkungan Badan
Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan
masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan
publik merujuk pada semua jenis layanan yang diberikan oleh aparat pemerintah kepada
masyarakat melalui suatu organisasi atau lembaga dengan tujuan memenuhi kebutuhan penerima
layanan publik atau masyarakat.

Penanganan Komplain

Umumnya, pelanggan mengungkapkan komplain mereka karena merasa tidak puas dengan
layanan yang diberikan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pelayanan merupakan faktor
kunci yang sangat penting. Jika pelayanan baik, pelanggan akan menghargai dan merasa puas
dengan layanan yang diberikan. Namun, jika pelayanan tersebut kurang memuaskan, hal ini dapat

mengakibatkan protes atau komplain dari pelanggan.
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Menurut Tjiptono (sebagaimana dikutip dalam Darmajaya: 2016), komplain dapat
diartikan sebagai ungkapan atau rasa kekecewaan. Organisasi memiliki beberapa cara untuk
mengumpulkan komplain pelanggan, seperti kotak saran, formulir komplain, nomor telepon
khusus, dan website. Situasi ini dikenal dengan istilah "Recovery Paradox".

Dalam konteks ini, Keegan (2003:395) mengemukakan pentingnya memanajemeni
komplain pelanggan dengan beberapa langkah, yaitu meminta maaf, menyatakan kembali
pentingnya permasalahan, memberikan empati, memberikan restitusi, serta melakukan tindak
lanjut. Jika respons perusahaan terhadap komplain pelanggan baik, maka apa yang disampaikan

akan diterima dengan baik oleh pelanggan.

3.METODE
Sesuai dengan pengabdian yang dilakukan, maka proses pengajuan dan penanganan

komplain hunian terdiri dari :

1) Pengajuan komplain oleh penghuni
2) Pelayanan (pengisian form)
3) Koordinasi administrasi dan pemeliharaan

4) Pengerjaan

5) Persetujuan penghuni

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pengajuan dan Penanganan Komplain Hunian Badan Pelaksana Graha Aparna

Ahmad Yani Surabaya

1) Pengajuan Komplain oleh Penghuni

Penghuni dapat mengajukan komplain huniannya secara online ataupun offline. Faktanya,
penghuni lebih banyak mengajukan secara online yaitu melalui Whatsapp yang telah disediakan
karena lebih cepat dan mudah. Tetapi, ada beberapa penghuni juga yang datang langsung ke Kantor
Operasional karena kepentingan yang mendesak dan cukup rumit seperti, laporan kehilangan
barang, kerusakan pada fasilitas hunian, dan masalah-masalah yang tidak dapat dijelaskan melalui
chat Whatsapp. Beberapa komplain ada yang masuk ke staf administrasi, kemudian diteruskan ke
grup Whatsapp karena penghuni tidak mengetahui adanya nomor Whatsapp kantor khusus

pengajuan komplain.

104  Alkhidmah - Vol. 01 No.03 Juli 2023



Pengajuan komplain hunian secara online lebih mudah dilakukan karena hanya dengan
melaporkan keluhan disertai foto obyek yang dikeluhkan dengan jelas tanpa perlu datang ke
Kantor Operasional. Waktu pelayanan dilakukan pada pukul 08.30— 16.00 WIB. Lebih dari jam
tersebut maka tidak akan dilayani atau akan dilayani pada keesokan harinya.

Tahap ini berkaitan dengan teori karakteristik prosedur menurut Mulyadi (2013:8)
diantaranya adalah : Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi, Prosedur menunjukkan
urutan-urutan yang logis dan sederhana, Pada tahap ini terdapat proses pengajuan komplain yang
dilakukan oleh penghuni Graha Aparna Ahmad Yani yang menjadi tahap awal dalam prosedur
pengajuan dan penanganan komplain. Tanpa komplain dari penghuni, Badan Pelaksana Graha
Aparna Ahmad Yani juga tidak dapat mengetahui kondisi setiap hunian yang dikelolanya.

Salah satu permasalahan dalam tahap ini adalah beberapa penghuni yang belum menerima
informasi mengenai pengajuan komplain akan melapor pada setiap petugas yang ditemuinya atau
melapor ke nomor Whatsapp staf administrasi. Badan Pelaksana Graha Aparna selaku pengelola,
membuat pengumuman yang disebarkan oleh staf administrasi melalui broadcast Whatsapp ke
penghuni Graha Aparna Ahmad Yani. Dengan demikian, tahapan ini sudah dilaksanakan dengan

cukup baik agar proses penanganan hunian tersampaikan secara langsung.

2) Pelayanan (pengisian form)

Tahap kedua setelah laporan komplain diterima adalah pengisian formulir komplain oleh
petugas operasional. Hal ini tentu mempermudah proses pengarsipan data komplain hunian yang
dilakukan setiap bulan. Dalam formulir komplain meliputi, Tanggal komplain, Nama pemohon
(penghuni yang mengajukan komplain), Hunian (Tower dan Nomor), Nomor Telepon, Isi
komplain, Sparepart yang diganti, Tanggal selesai pengerjaan, dan kolom yang harus
ditandatangani oleh Teknisi, Pemohon, Umum (staf kantor operasional), Mengetahui (manager
operasional).

Selain pengisian formulir pengajuan komplain, petugas akan mengajukan izin melakukan
pengecekan dan perbaikan hunian kepada penghuni yang bersangkutan. Perizinan menjadi hal
yang penting mengingat penghuni juga memiliki privasi serta hak atas hunian yang disewanya.

Pada mekanisme ini, petugas operasional menerima laporan komplain, mengisi formulir
dan mengajukan izin ke pemohon jika memang bertepatan tidak sedang berada di huniannya saat

dilakukan pengecekan perbaikan.
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3) Koordinasi administrasi dan pemeliharaan
Beberapa kolom formulir tidak dapat diisi secara langsung, seperti isi komplain dan

sparepart yang diganti. Hal ini membutuhkan koordinasi dengan Manager Operasional secara
langsung atau melalui grup Whatsapp. Setelah laporan diterima oleh Manager Operasional,
selanjutnya teknisi akan melakukan pengecekan ke hunian yang bersangkutan dengan tujuan
mengetahui penyebab komplain. Tahap pengecekan ini penting agar penanganan dapat dilakukan
secara tepat.

Komplain yang diajukan dapat ditangani dan diselesaikan secara cepat apabila masalah
hunian tidak terlalu rumit dan fatal. Namun, jika terdapat masalah yang parah hingga menimbulkan
kerusakan, maka harus dilakukan perbaikan besar. Perbaikan berskala besar tentu membutuhkan
waktu, tenaga, serta biaya. Oleh karena itu, harus ada persetujuan dari Manager Badan Pelaksana
Graha Aparna Ahmad Yani selaku pimpinan.

Setelah pengecekan selesai, selanjutnya dilakukan koordinasi pemeliharaan oleh Manager
Operasional dan teknisi. Koordinasi meliputi, pelaporan masalah pada hunian bersangkutan dan
penanganan yang akan dilakukan. Penanganan yang membutuhkan pengadaan barang untuk
mengganti sparepart maupun perbaikan, harus melapor pada bagian logistik. Hal ini dilakukan

agar pengeluaran dana untuk pengadaan barang dapat dipantau dan terdata.

4) Pengerjaan

Tahap penanganan dilakukan setelah mendapat perintah pengerjaan dari Manager
Operasional. Jumlah teknisi yang menangani tergantung pada masalah hunian yang bersangkutan.
Semakin parah masalahnya, semakin banyak pula teknisi yang menangani.

a. Masalah pada hunian yang tergolong ringan seperti, kunci yang patah didalam lubang kunci
pintu, pintu yang seret, penutup saklar copot, dan keran yang tidak dapat tertutup dengan
baik. Dapat ditangani hanya sehari.

b. Masalah pada hunian yang tergolong sedang seperti, kebocoran pipa saluran air, atap bocor,
penggantian kloset dan pengerjaan renovasi. Penanganan membutuhkan waktu hampir
seminggu atau bahkan sebulan untuk renovasi karena harus dilakukan beberapa perbaikan,
mulai dari yang sederhana hingga yang rumit. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bentuk
penanganan yang tepat dan dapat dijadikan patokan jika terjadi masalah hunian serupa lagi.

c. Masalah yang butuh perbaikan besar seperti, tembok lorong satu lantai sudah mengelupas
dan tidak layak, penggantian saluran pipa air satu tower, dan perbaikan lain yang
membutuhkan biaya setidaknya 10 juta rupiah. Karena pengeluaran yang besar, maka harus
ada persetujuan dari Manajer Bapel Graha Aparna.
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d. Pengerjaan diawali dengan mencari sumber masalah pada hunian, kemudian dilakukan
perbaikan oleh teknisi. Namun, beberapa kendala yang tidak dapat selesai hanya dengan
diperbaiki, maka harus dilakukan penggantian sparepart. Sedangkan, untuk kebutuhan
bahan bangunan dan sparepart harus nelapor ke bagian logistik.

5) Persetujuan penghuni

Persetujuan penghuni merupakan tahap terakhir dalam prosedur pengajuan dan
penanganan komplain hunian. Di dalam formulir pengajuan komplain, terdapat kolom tanggal
penyelesaian dan tanda tangan teknisi, pemohon, umum, dan mengetahui. Pemohon yang
tandatangan di formulir dianggap mengetahui dan menyetujui perbaikan yang sudah dilakukan

terhadap huniannya.

e. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan dari Prosedur Pengajuan dan
Penanganan Komplain Hunian di Kantor Badan Pelaksana Graha Aparna Ahmad Yani Surabaya,
dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengajuan komplain hunian secara online lebih mudah karena hanya melapor keluhan ke
Whatsapp Kantor Operasional. Tetapi, beberapa komplain yang bersifat mendesak, tentu
lebih jelas jika disampaikan secara langsung di Kantor. Waktu pelayanan dilakukan pada
pukul 08.30— 16.00 WIB.

2. Formulir komplain wajib diisi untuk didata setiap akhir bulan. Petugas juga akan mengajukan
izin melakukan pengecekan dan perbaikan hunian kepada penghuni yang bersangkutan.

3. Laporan komplain diterima oleh Manager Operasional, dilanjut dengan teknisi yang
melakukan pengecekan ke hunian tersebut. Hasil pengecekan kemudian dikoordinasi
kembali dan teknisi akan mendapat perintah pengerjaan.

4. Lama pengerjaan tergantung pada tingkat kerumitan masalah atau kerusakan pada hunian.
Beberapa penanganan yang membutuhkan bahan bangunan, harus melapor pada bagian
logistik di Kantor Operasional.

5. Persetujuan penghuni menjadi tahap terakhir dalam prosedur. Hal ini juga membuktikan
bahwa penghuni selaku pihak kedua yakni, penyewa hunian sudah mengetahui dan

menyetujui perbaikan yang dilakukan pada huniannya.
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Saran

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis berusaha memberikan saran yang mungkin

dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi Kantor Badan Pelaksana Graha Aparna

Ahmad Yani Surabaya yaitu sebagai berikut :

1.

108

Penghuni yang mengajukan komplain huniannya, tetapi tidak mengetahui informasi
mengenai nomor Whatsapp Kantor Operasional, maka perlu dibuat pemberitahuan agar
penerimaan laporan komplain tidak lagi ke nomor staf administrasi atau yang lain. Jika hal

ini terus terjadi, tentu menjadi penghambat penanganan komplain.

. Setiap komplain yang diajukan, harus segera dilakukan pengisian formulir. Hal ini untuk

mempermudah arsip data perbaikan yang dilakukan pada hunian setiap bulannya.

. Koordinasi yang dilakukan berupa pelaporan komplain ke Manajer Operasional, dan perintah

pengerjaan sudah dilaksanakan dengan baik. Perlu dipertahankan, karena memang tahap ini

sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman.

. Penanganan kerusakan hunian sudah dilakukan dengan baik dan tetap dipertahankan harus

dilakukan lebih teliti agar hasilnya memuaskan. Mengenai penanganan komplain sudah baik,
tetapi perlu ditingkatkan lagi untuk perawatan yang dilakukan sebelum hunian ditempati.
Penghuni yang baru pertama kali menyewa di Graha Aparna Ahmad Yani menjadi peluang
emas dan jangan sampai membuat mereka kecewa dengan kurang optimalnya hunian, Maka
dari itu, Manajer Operasional harus turut andil memantau dari awal pengerjaan hingga

selesainya.

. Petugas operasional sudah teliti dan harus dipertahankan, jangan sampai melewatkan tanda

tangan penghuni karena dengan tanda tangan di formulir komplain, berarti penghuni

mengetahui dan menyetujui perbaikan di huniannya.
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